
BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR

NoMoR 17 TAHUN 20/23

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWEITANGAN PELAYANAIV PERIZINAII DAN I{OI![

PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Menimbang a.

Mengingat 1.

b.

BUPATI BARITO TIMUR,

bahwa dalam rangka memaksimalkan dan

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta

mempersingkat proses pelayanan guna mewu'judkan

pelayanan yang cepat, muclah, murah, transparan, pasti

dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu

satu pintu;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 a,yat (3)

dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

satu Pintu Daerah, menyatakan dalam menyelenggarakan

Pelayanan Perizina.n dan Non Perizinan, Bupati/wali Kota

mendelegasikan kewenangan kepad a l(epala DPMPTS P;

bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor

t 2Tahun 2018 sud,ah tidak sesuai dengan keljlltuhan
pengaturan pelayanan terpadu satu pintu;

bahwa berdasarkan pertiml:angan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a) dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendeiegasiiln

Kewenan gan Periztnan dan Non Perizinan kepada l(epala

Dinas Penanaman Moclal dan Pelayanan Terpatllr $zrtu

Pintu Kabupaten Barito Timur;

undang-unclang Nomor 5 Tahun 2OA2 tentang

Pembentukan Kabupaten Ka'l:upatbn Katingan, Kahupaif"]n

seruyan, Kabupaten sukamara, Kabupaten Lat*anci*u.

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunurrg M;'i-s'

Kabupaten Murung Raya clan Kabupaten Barito "l'irnr"rr rjj
provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Heput-rlik

Indonesia Tahun 2oo2 Nomoy 18, Tambahan L*rulbar"i'in

Negara Republik trndr-rnesia Nomor a180);

c.

d.



a,

2.

3.

4.

6.

7.

8.

10.

i i.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nornor' 67, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a72a);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurr 2OAg

Ncrmor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 'Iahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Per:ubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang
Pemerintahan Daerah (i,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2A tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 tentang
Pelaksanaan Undang-Llndang Nomor 25 Tahun 2OOg

tentang Pelal,anan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 215 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357):

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2Ol8 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 62061;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resikcl
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia
Nomor 6217);

Peraturan Presiden Nomor gT Tahun 2Ol4 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Tel'padu Satu pintu
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20L4
I'lomor 22 11:

9.



Menetapkan

12. Peraturan Menterj Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2ol7

terrtangPerr.yeienggaraanPeiayananTerpaduSatuPintu
Daerah (Berita Negara Repr-iblik Indonesia. Tahun 2017

Nomor 1956);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTAI'IG PENDELEGASIAN

KEWENANGAN PELAYANAN PERiZINAN DAN NON PERIZINAN

KEPADAKEPALADINASPENANAMANMODALDAN
PELAYANAN TERPADU SATU PIN'}'U.

BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur'
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara urtlsan Pemerintahan Daerah'

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten

Barito Timurr.
4. Perangkat Daerah aclalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah'

5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mengelola

pelayanan perizinan dan non perizinan'

6. Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Perrzinan Terpadu Satu Pintu yang

selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan
pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur yang juga

sebagai pelaksana OSS di daerah.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Per:izinan Terpadr-r Satu

pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPM-PTSP adalah Kepala Dinas

penanaman Modai dan Pelal,2nan Perizinan Ter:padu Satu Pintu Kabupaten

Barito Timur.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
g. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan' bagian wilal'ah dari

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur'
10. Lurah adaiah Kepala Kelurahan yang merupakan bagian wilayah dari

Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

1 1. pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adaiah

peiayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari

tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan

melalui satu pintu.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

berdasarkan peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan

bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atati
badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.

i3. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeLuarkan

Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.



14. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pela5ranan, fasilitas

dan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
lS. Rekornendasi adalah rraska"Lr dinas clari pejabat yang berw'enang

keterangan a.tau cata.tan tentang sesuatu h.al Vang dapat dijadikan

fiskal,

trerisi
bahan

pertimbangan ked inasan'

16. Penyederhanaan pelalranan adalah upa)'a penyingkatan terhadap waktu,

prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non per"izinan.

17. pemohon izin yang seianjutnya disebut pemohon aelalah perorariga.n atau

badan usaha yang melakukan pengajuan permohonan izin.

1g. standar pelayanan adalah tolok ukur yan8 d.ipergunakan sebagai pedoman

penyeienggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai

kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat daiam rangka

peiayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur'

19. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan

rincian kewajiban dan janji yag terdapat dalam standar pelayanan'

20. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah

serangkaian petunjuk tertulis yang ditrakukan mengenai proses

penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah'

21. Pembinaan aclalah upaya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk
tujuan pengembangan, pemantapan, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan di bidang perrzinan agar efektif dan efisien.

22. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar

pelaksanaan pelayanan perizinan dan tron per:izinan dapat berjalan secara

efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

und.angan yang berlaku.
23. peiaku Usaha ad.alah perseorangan atau badan yang melakukali usaha

dan/atau kegiatan pada.bidang tertentu'
24. Komitrnen adaiah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan

Izin Usah a d,an I atau Izin Komersial atau Operasional.

25. Sistem perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik lOnline Si.rugle

Submisslon\ yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah Perizinan Berusaha

yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan ata.s nama menteri, pimpinan

lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui

sistem elektronik yang terintegrasi.
26. Lembaga Pengeioia dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut

Lembaga OSS adalah Lemhaga Pemerintah Non Kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman

modal.
27. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat y?,ng bersifat eiektronik yang

memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukan stat"us

subjek hukum daiam transaksi elektronik yarrg dikeluarkan oleh

penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan
hukum bagi DPM-PTSP dalam rangka mengelola Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini ada-lah untuk meningkatkan
pelayanan Perizinan dan Non Perizinan guna mewujudkan pelayanan prima
yang berkarakter.

(1)



(1)

(2)

(3)

Ifi1'D 11

PBNDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

Bupati mend'elegasikan kewenangan pelaS'anan Peizinan dan Non Perizinan

kepada Kepala DPMPTSP'
pelayana.n Perizinan dan Non Perizina.n yan& didelegasikan kepada

Kepala DPMI']TSP dilaksanakan melalui :

a. Lembaga OSS;

b. Non OSS

Bentuk pendelegasian ker,venangan setragaimana dimaksud pada a'vat i1)

adalah beruPa :

a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;

b. penerbitan dokumen tzin dan nonizin;

c. penyerahan d"okumen tzin dan nonizin; dan

d. pencabutan dan pemLratalan dokumen izin dan nonizin
pendelegasian Kewenangan pelayanan bidang perizinan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) huruf a, mencakup pemberian notifikasi

persetujuan pemenuhan persyaratan danf atau izin melalui Lembaga OSS

setelah mendapatkan pertimbangan teknis tlari Perangkat Daerah Teknis

terkait.
Pendelegasia-n Kewenangan pelayanan biclang perizinan sebagaimana

dimaksucl dalam ayat (2) huruf b, meliputi :

a" penerimaan dan pemrosesan permohonan tzin dan non perizinan dan

menerbitkan produk izin sesuai dengan ketentuan peraturan perullclang-

undangan Yang berlaku.
b. pengembalian atau penolakan permohonan izin claJrl non perizinarr yang

tidak memenuhi PersYaratan.
c. pemberian persetujuan dan latau penandatanganan dokumen perizinan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

d. penandatanganan pembekuan, pembatalan dan pencabutan iztn

Lrerdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis; dan

e" penandatanganan dokumen-dokumen yang terkait dengan perizinan dan

non perizinan clapat dilakukan dengan memanfaatkan sertifikat

elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

Pasal 4

Bupati mendelegasikan jenis pelayanan Pefizinan dan Non Perizinan -vang

didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana di.maksud dalam Pasal 3

ayat (21dan ayat (3).

Jenis peiayanan Perizinan
sebagaimana dimaksud Pada
a. pendidil<an;
b. Kesehatan:

clan Non Perizinan yang didelegasikan

ayat (1) meliputi bidang :

c. pekedaan umum dan perumahan rakyat;
d. Ketenagakerjaan;
e. Pertanian;
f. lingkungan hidup dan kehutanan;
g. Perhubungan/transportasi;
h. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah/Perdagangan;
i y>erikallar) l

(4)

(s)

(1)

(2\



j. pariwisata dan kebudaYaan; dan

k. Perindustrian.
(3) Ketentuan tebiLr lanjrrt rnerlgena.i jenis pelayanan perizinan dan non perlzlnan

yang didelegasikan seb"gu,ir.ru.r" dimaksud pada avat (2) tercantum daiam

lampiranyangmerupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanBupatiini.

BAB IIi

PEMBINAANDANPENGAWASANTEKNISSERTAPELAPORAN

(1) BuPati
terkait.

Bagian Kesatu

Pembinaan Teknis

Pasal 5

melalui sekretaris Daerah mengkoordinasikan perangkat Daerah

(2) DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan

berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait'
Perizinan dan Non Perizinan

(3) Pembinaan administratif dilakukan oleh DPMPTSP dan pembinaan teknis

pacla Perangkat Daerah'Ieknis'
(4) pembinaarr" admihistratif yang diiaksanakan oteh DPMPTSP sebagaimana

climaksud Pada aYat (3) meliPuti :

a. menerima dan memverifikasi berkas permohonan;

b. memberikan tanda terima kepada pemohon;

c. menoiak permohonan izin dan/atau nonizin yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan ;

d. memproses dan menerbitkan dokumen izin danf ata nonizin;

e. memproses pencabutan dan pembataian dokumen izin dan/atau non izin;

dan
f. menyerahkan dokumen izin dan/atau nonizin yang telah selesai kepada

Pemohon"
(5) Pembinaan teknis yang dilaksanakan

dimaksud Pada aYat (3) meliPuti :

a. pembuatan/penyusunan petunjuk

oleh Perangkat Daerah sebagaimana

teknis penyelenggaraan Perizinan

Daerah;
b. pengkoordinasian pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Perizinan

Daerah;
c. pengendalian, monitoring

Perizinan Daerah;

dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan

d. pendataan potensi pendapatan; dan

e.penetapantargetpendapatanperizinanyangmenjadiurusannya'

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 6

Pengawasan dan evaluasi Yang
sebagaimana dimaksud dalam
meliputi :

a. Pemenuhan komitmen;
b. Pengecekan keabsaha-n dokurnen;

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Tetr<nis

Pasal 6 ayat (3) terhadap Pelaku Usaha
(1)



t2) Berdasarkan hasil dari pengawasan clan evaluasi oleh Perangkat Daerah

Teknis sebagaimana dimaksud pacla ayat (1), apabila terjadi pelanggaran

dapat rnelakukan sebagai berikut :

a. mengeluarkan surat peringatan untuk pencabutan lzin setiap kaii

melakukan pelang gar^n atau teguran tidak di respon sebanyak 3 (tiga)

kali;
b. mengeluarkan Rekomendasi pencabutan izin jika melakukan pelanggaran

Iebih dari 3 Kali;
c. Perangkat Daerah Teknis mengajukan Rekomendasi pencabutan lzin

kepada Kepala DPMPTSP untuk dikeluarkan surat Keputusan

Pencabutan Perizinan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 7

(1) Kepala DPMPTSP melaporkan secara tertulis pelaksanaan pelayanan

Perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2\ Pelaporan pelaksanaan pelayanan Perrzinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan pelayanan Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala

DPMPTSP
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling iambat

tanggai 15 (lima belas) setiap bulannya dengan tembusan kepada Kepala

Perangkat Daerah yang melakukan Pembinaan Teknis"

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 8

pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran

pend,apatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yan8 sah dan tidak mengikat

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan'

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) perizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunva
peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirn.va
perjzinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.
permohon an izin yang termasuk dalam kriteria wajib OSS diproses sesuai

dengan ketentuan Perundang-undangan yang mengatltr OSS.
permohonan izin non oss yang pada saat sebelum ditetapkan

Peraturan ini sedang dalarn proses penyelesaian, penandatanganan lzinn-ya

oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.
Pelaksanaan penyesuaian pengat.uran dan penetapan penyelenggaraan
pelayanan perizinan berusaha terpadu satu pintu berbasis resiko mulai
berlaku efektif paiing lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini
diandartgkan-

(:21

(3)

(4)



RAB VI

KETENTUAN PNNUTUP

Pnsal 1O

pada saat peraturan Bupati ini mulai beriaku Peraturan Bupati Barito Timur

Nomor 12 Tahun 2018 tentang peiimpahan Kewenangan Pengelolaal Perizinan dan

Non Perizinan Kepada Dinas Penalaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

(Berita Daerah Kabupaten Barito Tirnur Tahun 2018 Nomor 12]t dicatrut dan

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasai 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkarr'

Agar setiap orang dapat mengetahuin-ya, memerintahkan pengundangan Peraturan

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaterr Barito Timur'

Ditetapkan di Tamiang LaYang
pada Zz3{01crr6o-v- 2A23

Diundangkan di Tamiang LaYang
pada tanggal }a S*fttmecr 2023

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 NOMOR..I}4

S DAERAH



I"ADTPIRAIY

PERATURAN BTIPATT BARITO TIIIIUR

NoMoR, t lT fH;wK/2028

TENTAI{(} FEITDEbEGASLAN KEUIESANGA$
pELAy*rdAN PdnrzirsAI$ IIA$ t{o$ PERTZINAN'

KEPADA XTTELA ffiINAS PDNAI{AITIAN MODAL

DAII PELAYAIIAIS TERPANU SATU PII{TU

TAIIUN ZAZE

Jenis P*rielngqlg4 ilen Jgtt=iq"--,
@n '

Z. lain Pend-ir"ian LKP dan PKBM

3. Izin Pendirian SD

4. Izin Pendirian SMP

5. Iain 
-OPerasional PAUD

6. lzin OPerasional LKP dan PKBM

7. izin oPerasional SD

8. Izin oPerasional SMP
9. Srrrat keterangan Penelitian
10. Surat keterangan magang dan KKI$, 

= 
*--

SEKTOIT

PENDIDIKAN

$o.

1.

'2. KESEHATAN | ;. irin Pratttek dokter gigi

I 3. uin Praktek Pendidik Klinis

| +. Izin praktek psikologis klinis
I s. kin Praktek Perawat
I 6. iri" ituttitt Terapis cigi dan Mulut
I 7. Izin Praktik Bidan
i a. Izin Praktek apoteker
I g. Izin Praktek Asisten APoteker

I 10. trit, penyuluh Kesehatan masyarakat
I i f . iri" i'.rt titt Pembimbing Kesehatal Kerja

I v. lri, aPidemolog

i f l. tzin Praktik Sanitarian
i t+. Izin nutnsionis
I tS' trit, Praktek fisioteralis
I io, trit Praktek okuPasi teraPi

I tr. Izin teknisi eleictotnedis
I tg. tzin tel<nisi gigi
I fg. Irit teknisi tranfusi darah
I zo. lritt Praktek Perekaman medis

I z t. irin pranata laboratorium Kesehatan

I zz- t in kerja radiograPher
| 23. tuin fisikawan medis

I Z+. tzin praktek ortotis prostetis
I tS- lztn Praktik Refraksionis

I za" lrin terapis wicara

I ZZ. tzin penata anastesi
I ZS. lzin asisten Penata anastesi
| '29. trin Praktik tenaga kesehatan tradisional

I ZO, t tnl Sertifiko.t induetrl rrtrale taflggr:

I pangan
I a r. #i"'usafra Mikro Obat Tradisional (UMC,IT)

I sz. tri.t toko obat
I SS. lrin Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
I g+. tzin Rumah sakit kelas pratama
I sS. tri, OPerasional Klinik
I 36. lzin operasionai l\tskesmas
i :f. tzin operasional unit transfuse damh

I eA. trtt operasional Laboratorium Kesehatan
i :g- tzin aktivitas rumah sakit kelas C dan D
! +O. tri., Tempat Praktik Mandiri Dokter
i +i. tzi., Apotek

| +2. irin Timpat Prakrik Mandiri Dokrer Gigi
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I
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I

I

I

I
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IDI
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PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

KETENAGA KERJAAN

PERTANiAN

LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

- - I r. liiri nie.n.li.ii*,,,'i - t",,,ng.rnan/PersexillLl'inl
I n*,gunal Getlltng 

I

2. Izin rt:klanie
3. [:zin rtsaha-iasa konstruksi
4. Izin setifikat laik fungsi bangunan
5. Izin ltemeurfaatan ruang milik jalan
6. Izin pema-nfnatan ruaflg manfaat jalan
7 . Izin r"uang Pegawasar jalan
8. Izin t.anda Caftar usaha orang perorallgan
g. lzin penerbitan sertikat kepemiiikan

bangunan
Izin pembalgunan
Kawasan permilkiman
lzin pembangunan
per,,rmahan
Izin membuka la,han
Izin iokasi/ PI{KPR

10.

11.

12,
1?

L4

1.

,)

3.

8.

9.

10

11

12

l3

dan

dan

pengembangan

pengembangan

lzin usaha l"emlraga penempatan teilaga
keq'a swasta
Izin opelasional cutsorr: r:ing
Izin pelaksattaall penempatan tenaga k-erja

Irrdonesia swAstil
4. lzin Lernbaga pelatihan kerja Pemerintah

dal swasta
izin pelatihal kerja teknologi informast
komunikasi pemerintah dan swasta
Izin pelatihan kerja teknologi informasi
keda indrrstt'i kreatif pemerintah
swasta
lnn pelatiha;r kerja pariwisata rian
perhotelan pemerintah dan swasta
lzin pelatihan ker-ia pertanian dan
perikanan Pemerintah dan swasta
Izin aktivitas penempatan pekerja rumah
tangga
Izin.jasa inspeksi preriodlc K3
Izin reparasi mesin utntuk keperluan
Izin iasa pengujian laboratorium K3
Izin penyeieksian dan penempatan

ia luar
Izin usaha Horlikultura
Izin usaha taltaman Pangafl.
Izin usaha prrl<ebutran
Pendaftaran U saha Perl<r:bunan
Per-rdaJ'taral l.isaha tanaman Pangal
Pendaftaran LIsaha Hortikultura
Rekomendasi EksPorl imPor
Tertentu

dan

dan
dan

UlTILlIT]

1.

2.
3.
4.

6.
T.

B.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

tenaga 
I

I

i

I

I

I

I

I

I
!

Bera.s i

Rekomendasi Impor: Prodnk Hortiki-tltura
Rekomendasi I'eknts Impor Tembakaut
Pendaltaran lrangal Seg:rr Asal Tumbulran
Pendaftaran Alat h{esin Pertanian
Pendaftaran Pal<an
Penclaftaran/ Pelep&san Varietas Tanzunan
Pendallararr Pe stisida
Pendattaran Pupuk
Izin Pengelolaan Lingkringan Hidup/ Surat
Kelayakan Operasion aJ {SLO)
Persetujuan Liirgkungan

_-.--*_i_--._-



SEKTOR

PERHUBUNGAN / TRANSPORTASI

Jenlr Pcrlzlnen dan ltgn Pe-!l-a!Ee4

f- --IZin Angkutan P*tbatasan
2. Izin Angkutan Bus Kota
3. lzin Angkutan lSus Khusus
;'. iri" e"gL"tan Bus d'alam Tray-ek Lainnya

5. izin Angkutan Ferk-otaen Bukan Et-ts'

Badan Ja1zut

14. kin Pemllangunan
Danau

PenYeberringan
17. lzin PengoPersionalar

daiam '5s';ek
6. izin Angkuta'n Pedesaan Bukan

dalam Tra-vek
7. ilin insltritar Da'rat Khusus Bulcln

8. Izin Angkutan Pariwisata tidak
traY616

9. lzin Angkulan Bus Khusus tidak dalam

trayek
Iain Angkutan Taksi
Izin Angkr-rtan Scwa
irir, .f"gr"ta" Darat LainnYa untrik
PenumPaug

13. lir.'U*"ftJa,' Operasional Parkir diluar

Pelabuhan Sungai dan

15. Izin PengoPersionalan
dan Danau

Peiabuhan Sungai

16. Izin Pembangunan Pelabuhan

Irelahuhan

dan danau liniei'
teratur) untuk

f-- Surat lzin usaha Perikanan bida:rg

Rt-ts,

Bus
dalam

10.
11.
lo

PenYeberr"mgan
18. Izin Angk-utan sungai

{trayek tetap dan
penurnpflllg

i9.izin nrigkulnn surrgai d.11.danay tramper
^ - 

i,t"y.r. Laurn tetap dan, tidak teratur)

ilQ.Izin Angkutan sungai dan danau untuk
WisataYbdi

Ll.lzin Angkutan sungai dan danatt untuk

barang umum darr/atau l'**'l
zz tirr- iigkutal sungai dan rlanati unt'uk

barang khusus J untuk23.rzin dngkutan sungai dan danat

barang BerbahaYa
24";i; dersetujuan Flasil Ana'lisa Dampak

Lalu I"intas
25. lzin Perlin tasal Jalarr
26.lzin PenumPukart
ir.uin Repalasi Kapa1, Perahu dan tsangunau

Te raPung
28..lzin itngiiutan Jatan Rel Wisata

29.Lzin Konstruksi Jalan Rel

io. ii*Rekcmenrlasi Menara Teiekomunikasi

ai. i;t" Rekomendasi Media online
3}.lzin Rekomendasi Penyelenggar"aan Jasa

Internet o

33. Izin P.ekornendasi Usaha' W'a'rtrng \Varrret

PERIKANAN pembudidaYaan ikan
2- 

-Surat 
keterangan asal Ikan

; Tanda cia.ftar risaha pengolahan hasil
perikanan

4. Izin Perriagangax eceran
5. lzirr Petdagalgan

ternak/ u ngags/ ikan dan



SEKTOR

KOPERASI, USAHA KtrCIL DAN

MENENGAH DAN
PERDAGANGAN

5

6

n

E

JenisPerizin@
fzin usafta simPair Pinjam
Lzin usaha mikro lrecil
Iain Pedagr.mg, eceran bukan tlitoko' kios'

t *tA t*r.?an-los Pa"sar lainnYa
ffi";;;i,n.t' cran/ a"tau piatform disital

dengbn tu-iuan kamersil
il}rdrg*rg besar motril traru dzur bekas

Izin pedagang eceran mobil hant rlan

bekas
i ri,.-t',"n.,,,.ian dan salon mobil
;il"il;;;;e-r"*" suku cadang dan

I.

konrak
14. ;]t-p.,a"gang besar dan eceran padi rlan

palawija
ifi perlagang besar buah Yang

mengandung minYak
iri" i*a"gang tresar bunga dan tanaman

hias
17. iri, p*ol*g*ttg besar tembatau rajangan

it tzin pedagang be*'r binatang hidup

i; ffi ;;d#*-[ t"*ar kutit dan kuiit'iangtrt

ini,. izin 
"pedalpng besar hasil pertanian dzur

he.wan hirluP lainnYa
21 lzin Pedagang besar beras

;;, iri" 
-p-u.salig besar dan eceriln buali-

buahzur
23. tzin pedagang i:esar dan eceran aaYur€Ln

Tq irir, ^p*aqq"n[ resar kopi, the-dar kakaa

25. Izin pedagang besar minyak clar lenrak

nabati
26 lzin pedagang iresar bahan makanan rlan

minuman hasil Pertanian lainnYa'

27. Izin peclag*ng i,e*at tlan eceran daging

datr olaharrnYa
28. Izin pedagang besar clan eceran telur dan

haeit olahail telur
29. lzi,n perlagang besar suau darl prorXuk

susu
lzrn pedagang besar dan eceran gula'

coklat daa kembang gula
Iz-in perlagang htesar dan eceiu-n produ-k

roti

alisesor-is rnr:rhil

lri"- p.organg ec{:rari suku cadarrg dan

aksesoris rrabil
il;;;;;sang besar sePeda motor bar'u

dan bekas
Izin pedag,ang t'cr;afl sepeda motor barri

dan bekas
;il ffii}zrng l;tsar suku cadang sePeda

motor dan aksesorisrlya
irirt p*a*t C hesal atas balas jasa {fee) atau

37., Izin pe<lagar-r6 b*sar rninurran nor:'' alcchol

fotogra{? rlan harang oPtic
38. Izin pedagalg besar dan eceran pera-latzu"t

dan periengkapaii rumfth tangga
39. Izin 

'pectagang Uesar dan ecerar aJat

olahraga
4S lzin pe&*.gang besar dan eceran alat music

L2

l3

t5

16

30

-, l.

-Dui<m susu
33 lzin pedagang besar rokok dan tembakau
34. k-in peda-gang besar dan eceran tekstil'

pakaian dan alas kaki lainnrra
35. izin pedagang besar dan eceran alat tuirs

dan garniraT:
56 Izin lpetiagang besar tlarr eeei'al tlarang- 

p*t"*i.auai ain penerbitan dalam herbagai
bentuk

37. lzin pedagang besal dan ecerall nlat



41.
42-

43.

M

@iasandanjyu"',
Izin perdagangan alat perrnalnan

rtraiilan anak-al*k
I;;p.d"g"-g, tiesar dan ecerean komputer
dan perlengkaPan kornputer -:-.
rri" 

-e--o"g*g U*** dan eceran piranti

lunak
45. lzin Pedagang tre$a-t* suku cada'r-rg

cadang dan PerlenfkaPannYl
b"u'ar aiat transPortasi

sejenisnYa), suku cadang

46

47

48.

49

50.

5l

1'

53.

elektronik
iJn p*o^g"ng t.resar disket' flash drive'

pio "rai" 
dai t'ideo, CD dan DVD kosong

izin perdagangan tresar da:: ecerarr

oeralaian t elekomunikasi
iri"lota*S*lgarr besar .lrlesir" 

peraiatan

dan perlengkaPa: Pertantan
kil ffi#utte* t ou*t dan ecerea'n mesin

L*r'".- 
-,iar, 

Tn*ustry pengolahan' suku

Izin perdagangan nesar tllilL uriars;rur

i*- rt ."rrf*-,,',,*.iatis rlan perlengkapannyalaut, suku carlaiig
ilt"'p*tOuguttg*i besar transportasi darat

itrrr"." 
*- 

*o6n, -sePeda Pol"t *:
oerlens.kaPalrnYa
Izin perdagangan Desar allt tTnsp:1'-1-ti

r.lan

serta kue

dan guia

54.
55

57.
58.

dan tanah liat, kaPur, selren
56, frin p"r,fug""gan besar dan eceran bahan konstruksi

dari kaYu

Izin perdagangan besar dan eceran cat

iri" i*o*g*Garr tresar dan eceran bahan dan barang

kimia 
lastictzrn perdagangan tresar dan ecemn karet dan pl

dalam bentuk dasar

60 lzin perdagangan besar dan eceran kr:r-tas dan

karton

udara, sul;u cadang Can perlengkapyny'
Iain pcrdagangan besar dan eceralr bararrg

logart untut bahan konstruksi
irlt pt"**gangan besar dan eceran kaca

Izin' pertlagangar besar dan ecerall

i-""rig, ba]l:u bata, ulrin dan seienisn'ya

lzin peniagangan bemr barang bekas elan sisa-sisa

tak terpakai (scraP)

Izin perdagangan eofirfln berbagai macaln b.arang

yung'r.rtu*uyJ mahanan' minuman atau ternbakau

trukan dimirrimarket dan toserba

Izin pedagang eo*.mn $ayuran

Izin pe.dagang e$erflfi hasil petemakan 
..

Izin pedagarlg eceran minuman tidak beralkohol

Izin'pedag*ing eceran khusus rokok dan tembakau

{rl

62,,

63.
64"

65

66.

1\
76
77

?8

ditoko
67 trrin pedagang eceran berag

68. Izir. pedagang eceran roti, kue kering.

basah sejenisnYa
69. Izin ped*gang ec:erarl kopi. gula pasir

merah
70. izinpedagang ecerantahu, tempe, tauco r1anoncom

71. Izin'pedagang eceran peralatan video game darl

sejenisnya
72 t in peiagang ecerall khusus peralatan audio dan

video di took
73 lzin realssrat yang dimilikj sendiri atau disewa

74. lzia peigudangaa *aii penyimpanan lainai'a Surat
izin usaha perdagangan
Tanda rrenrlaftaran wa-ralaba
Iein usaha tok-o modern
Tanda daftar Gudang
Tanrla riaifar Pei-usahaan



No.

10. PARIWISATA DAN KtrBUDAYAAN

&

Jenls Perlzlnan dqqllte4 Pertztna4

" Sidang usaha daYaTarik wisata
1. Usaha Pengelolaan muaeum
i. us[ha'periget,:taan penln6:gal$rn o6jereh'

dan purhakaia
3. Usaha pengdolaan perrnandia* air pil4$

alami
Usaha pengelolaan goa

Usalea rarisata agro
Usaha pengelolaan permukiman atau

lingkungan adat
Z, t-isala pengelolaan oLrjek aiatah

r Bidang usatia Kawasan pariwisata
i. Usaha Kawasan Pariwisata
2. Bidang r:saha jasa transportasi wisata
3- tIs*ha angkutan-ialan wisata
4. Usaha algl"utan wisata di sungai dan

danau
o Bidang *saha jasa perjalanan wisata

1. Usaha agen Perjalanal wisata
2. Usaha hirt Perjalanan wisata

o Bidang usa-tra jasa makanan dan minuman
1. Usaha restoran
2. Usa.ha rumah makan
3. Usaha jasa boga/catering
4. Usatra pusat penjualan makanan
5. Usaha trar/rumah minum
6. Usa-ha kafe

r Bidang usaha perryediaan akornodatci
1. Usaha hotel
2. Usaha Pondok wisata
3. lJeaha bumi Perkemahan
4. Usaha Persinggahan Gndustr
5. Usaha vilia
6. Usalra kontlominium hotel
7. Usaha apartemen servis
L Usaha rumah wisatn
9. Usaha jasa manajemen hotel
10. Usaha hunian wisata senior/larijut usia

r Bidang usa.h* penyelenggaraall kegiatan

hibura-n dsli rekJ:easi
1. Usaha sanggzu'seni
2. Usahajasa irnpresariat/promotor
3. Usaha gcleri seni
4. IJsaha Gedung Pertunjukan
5, tJsaia rr:mah bilYar
6. Usaha gelanggang renang
7. Usaha iapalgan sepakbola/futsal
8. Usatra laPangan tenis
9. Usaha wisata olahraga minat khusus
10. Usaha wisata Petualangan alam
11. Usaha tanam trertema
12, Usaha taman rekreasi
13- tjsah*r kelatr malarn
14. Usaha diskotik
15. Usaha karoeke
16. Usaha are.na Permainan
17. Usaha Panti/rumah Piiat

r Bidang usaha. penyelenggaraan pertemuan,
perjalanan insentif, konferensi dan pameran
e Usalta penyelenggaraan pertemuan'

perjalanan insentif, konfernesi dan
pamerari

Birtang usalla jasa informasi parir'r'isata
c Jasa inform.asi Pariwisata
Bidang usaha jasa konsultan pariwisata
* Usaha jasa konsultan pariwisata

4-
J,

6.

I

I

l



ffiaparmuwisata
. Usaha jasa Prarnuwisata

o Bidang usaha rniisata tirta
1. lJsaha t'isata al-um Jeram
2. Usaha wisata daYtrng
3. Usaha alahraga tirta
4. Usaha rrrisata rrleillanclng
5. Usaha dermaga wisata

" Bidang usaha sPa
r Usalra

11. PERINDUSTRIAN
Minvak Ikan
fufi"V"f. Mentah KetaPa Sawit
CtiU

MinYak Mentah lnti

ilengoieilarr Prtrd-uik DariKelaPa Saarit
5. izin in<.iusiri

Susu LainnYa

9.
L0.
il.

iL.

n\

28.
oo
30.
31.
32.
33.
34.

6- Izin lndustri Makarran Dari Cokr:iat dan

Mie rlan

dar: Masakan

Permadani
Jadi S'"rlamai: I

Buatan Mqfemuk

Buatan CamPurart

Hara Makro

Kernba-ng f,lula
lzin indusEi Makaroni,
Produk SejenisnYa
lsin ifiilustri Makanan
Olahan
Ir-i[r"d"*rri Produk lvlasa]r Dari Kelapa

iri" i"Jti-oi Kain Sulaman/Bordir
irirr 1"4"*tri Rarang Jadi Tekstil untuk

Kepcrluan Rurnah Tanggl .. r^,
ia'ri lrr.t'nut.; Barang-tadi Ttl:stil

Sulamal
fair:-tnOustri Bantal dan Sejenisnya *
irir, 

- 
rtlr:r*tti Elarang Jadi Tckstii

Lainnya
Izin lnrlustri KarPei dan
lzin inrlus'"ri Pakaian
Bordil
Izin lnduslri
lz.irt tndustli
Se-ienisnya
iein Industr:i
r-i- r*."llctriItJll t tlu ut,Lr r

Gahus, -ltdl
Bnrang dan KaYu, P.otan rl an

21. lzin lndus'tri Kernasan rlan Kotal< dari

13.
14.

15.
1(lu.

17.
19.

19.

nn

23.
24_

26.

27.

Aias Kaki LainnYil
Fartikel KaYu

Kayu Laminasi

Pelttmas Bekas
lzrn Inrlu"stri PuPuk
Hara ivlal<ro Primer
Izin industri FuPuk
Hara Makro Prirner
lsln Industn PrJPrilq

Sekunder
Izin Industri l\iPuk Hara Mikro
Izin trndustri FuPuk PelengkaP
Izin Industri MediaTanam
Izin Inriustri PuPuk LainnYa
lzin Inrlustri Perekat/lem
Izin trndusti Vulkanisir Ban
izin Ir:dustri Bar-ang dari Karet untuk
Kesehatan

Kerta.t dan Karton
Izin Indr:sti Ferrcetakan 3D Printing
Izin Inciustri Froduk dari Batu Bara
Izin I*.dustri Pengolahan Kem'neii fufin3'a1<

35. Izin industn Bata, Mortar, Semen, dan

SeienisnYa Yanpi Tahan APi

36. Iain lndustri Barang Tahan Api dari Tzulah

Liat/Kerzunik LainnYa
37. lzitt Industri Ferlenghapan Rumah Talgga

daij Tanah LiatlKeramik



5a tzin tnAustri Barartg Tanah Liatl
BukanKeramik dan Farselen Irainnlra

Me"-sin uatrrk Pengeta"san Yang

Bahan Rangunan
39. Izin Indusrri Mqyrtar atau Beton Siap

Pakai
4O. lzin lndustl-i Pemtluatan Profil
4i. izin Industri Mesin dan Perkakas

43. lztn Industri Mesin Pengolahan

Menggunakan Arus Listrik
42. Izin Inrtustri Mesin Penambangan

Penggalian dan Konstruksi

Makanan, Minuman dan Tembakau
lnn Intlustri Karoseri Kendaraan
n".*"t". Roda ErnPat atau Lebih

dan Industri Trallcr dan Semi Tvaller

45. tzin Industri Kapal dan Perahu

44. lzin lndustri Bangunart Lepas Pantai

dan Bangunan TeraPung
47. izin Inrlustri Pembuatan

Perahu untuk Tujuart
Rei<reasi dan Olahraga

49.

50.
l,ogam Mulia Bukan

56.

dan Tiga
frin liAustri Barang Perhiasan rlari

t-e* Mulia untuk Keperiuan Fribadi
tzi,il Industri Barang Pcrhiasan dari

Kapal dan
WisaLa atau

48- lzin Industri KomPonen
PerlenghaPan SePeda Motor Roda

dan
Dua

untuk

da:'i

ilukal

n^l-^:^*r ici\iaiiair

Barang

KePeduan Pribadi
5t- Izin Inriustri Barang Lainnya

l,ogam Mulia
52. Izin tndustn Aiat Musik

Tradisional
53. Iuin indtlstri Alat Olahraga
54. Izin Intlustri Alat Permainan
55. Iain Industri Mainan Anak-Anak

Izin Reparasi Peraiatan Listrik l'ainnya

5?. Izin RiParasi KaPal, Perahu dan
Elangunan TeraPung

58. Izin 
-Pengeioiaan clan Pembuangan Air

Limbah TidakBerbaltaYa
59- Izin ReParasi Mobil
nO. kin Reparasi dan Perawatan Sepeda

Motor
61. lain Penerbiran Surat Kabar, Jurnai

dan Buletin atau Mqialah
$2.IzLn Inclustri Pemisahan/Fraksinasi

wtinyak Mentah KelaPa Sawit clan

l{inyak Mentah Inti KelaPa Sawit
63. Izin inriusti SiroP

65.
06.

Izin Inrlustri
Mineral

Air Minuui dan Air

Izin Inrlustri Air Minum Isi Utrang
Isin Peniahitan ctafl PembLrataJ"i Pakaia-rr

Sesuai Pesanan
67. Tzirr irrdusiri PerlengkaPa:l

dari'Iekstit
68. Izin industri Pakaian Jadi dan

dari Kulit Berbulil
69. Izin industri Pakaian Jadi Rajutan
7C . Lrin Jasa Intlustri untuk Berbagai

Pengerjaan Khusus Logam dan Bareng
dari Lagarn

71. Izin Industri Peralatan Fotoglafi
72. Iain Aktivitas Konsultasi Keamanan

Inforrnasi
73. Izin Industri Minyak Mentah dan Ler:rak

Nabati
74. Izin Industri Minvak Goreng Kelapa

Sa*'it



I

Konsultasi Teknis YBDI
Izin Jasa Sertiflkasi
Icin Jasa Pengujian Laboratsriurn
Izin Jasa InsPeksi Periodik
lzin Jasa inspeksi Teknik In*talasi
Izin Jasa Kalibrasi/ Metrologi
Izin Jasa Commissioning Froses

Industrial Quafity Assurance tQA) dan

Quatity Control (QC)'
tiin aktivitas profesional, iimiah dan
teknis lainnya YTDL
Iain Aktivitas penye\raan dan sewa guna
usshat tanPl hak oPsi mesin dan
peralatan industri

93. izin Aktivitas P€n

?61 --Iztra ln<iii5iri t'emanis Dari Beras dan
Jagung

77. Izin Industri Gula Pasir
T8.. Izin ladustri Kakao .

79. Izin Indtlstri Makanan BaYi

80. izin Industri Air Kemasan
81. Iain Industri Pencetakan
gn. Izin l(onetrutrdi Gedung Industri
83. trzin Kawasan lnduatri '
84: Izin Aktivitas Keinsinyuran dan

8s.
86.
87.
88.
89.
90.

91.

92.

Ditetapkan di Tamiang l"aYang
pada la,qrggal 2? *f*et6tr 2A23

TIMUR,

Y. }TEBAS


